
 
 

 

 

BUPATI MAGELANG 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 16 TAHUN  2010 

 

TENTANG 

STANDARDISASI INDEKS KHUSUS HONORARIUM PENYUSUNAN NASKAH 

UNTUK WARTAWAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian  informasi terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kebijakan 
pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan kerjasama 
dengan media masa yang didukung pemberian honorarium 
penyusunan  Naskah untuk  Wartawan; 

  b. 
 
 
 
 
 
c. 

bahwa besaran indeks honorarium penyusunan naskah untuk 
wartawan belum diatur dalam Peraturan Bupati Magelang nomor 
59 Tahun 2009 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, 
Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 sehingga perlu 
diatur tersendiri ; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Tim Penyusunan 
Naskah Untuk Wartawan. 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
 

  2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode 
Etik Jurnalistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3887); 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 

SALINAN 



 
 

  5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke 
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 36); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4478); 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/02/2007 tentang 
Standar Biaya Tahun 2008; 

   
13. 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2010; 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21); 

 



 
 

MEMUTUSKAN : 
   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS 

KHUSUS HONORARIUM PENYUSUNAN NASKAH UNTUK 
WARTAWAN. 

Pasal 1 

Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Penyusunan Naskah untuk Wartawan Tahun 

Anggaran 2010 ditetapkan paling tinggi sebagai berikut : 

a. Koordinator    Rp. 400.000,- 

b. Editor     Rp. 275.000,- 

c. Pewarta II     Rp. 200.000,- 

d. Pewarta I     Rp. 150.000,- 

e. Kontributor    Rp. 145.000,-  

 

Pasal 2 

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan selama masa 

penyusunan naskah pada Tahun Anggaran 2010. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

 

  Ditetapkan di Kota Mungkid 
  pada tanggal 29 April 2010      
   
  BUPATI MAGELANG, 
   
   ttd 
   
  SINGGIH SANYOTO 

 

Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 29 April 2010 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 
ttd 
 

UTOYO 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 133 

 
Jl. Letnan Tukiyat No. 59 Kota Mungkid 56511 

Telp. (0293) 788181 Fax (0293) 788122 

 


